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ABSTRAK 

DWI WAHYU RAMADHAN HASAN. H1117013. PERAN KEJAKSAAN 
DALAM MELAKUKAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PELAKU 

TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI 

KOTA GORONTALO) 

Feneliian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyidik jaksa dalam melakukan 

penyitaan harta kekayaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan untuk 

mengetahui faktor yang menjadi penghambat Penyidik Kejaksaan Negeri Kota 

Gorontalo dalam proses penyitaan harta kekayaan terhadap pelaku tindak pidana 
korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dimana peneliti 

mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan langsung ke lapangan. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Peran Penyidik dalam proses penyitaan barang bukti 

harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi terbagi dalam dua yaitu melakukan 

penyidikan dan melakukan penyitaan. dan, Hambatan yang dihadapi Kejaksaan 

Negeri Kota Gorontalo dalam melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku 
tindak pidana korupsi yaitu barang bukti berupa uang yang tersimpan di bank, 

barang bukti telah dialihkan kepada orang lain dan susahnya menentukan nilai suatu 

benda atau harta kekayaan.dan susahnya menentukan nilai suatu benda atau, harta 

kekayaan hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

direkomendasikan: Kepada Pemerintah, agar membuat aturan yangjelas mengenai 

pidana pembayaran ganti kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada 

terpidana korupsi, supaya ke depannya terdapat hukuman yang optimal untuk 

menutupi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dan Kepada Kejaksaan

Negeri Kota Gorontalo, agar dapat lebih bisa bekerjasama dengan Instansi atau 

penegak hukum baik di dalam wilayah hukum Kejaksaan Nege 
ataupun diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Gorgo. HaTtnartujuan

agar penyitaan dapat dilakukan dengan lancar sehingga branggtau hartahasil
tindak pidana korupsi tersebut tidak hilang ataupun rusak 

Gorontalo

Kata kunci: penyidik, kejaksaan, penyitaan, harta kekayaaorupsin dise 



ABSTRACT 

DWI WAHYU RAMADHAN HASAN. HI117013. THE ROLE OF THE 
ATTORNEY IN PERFORMING THE ASSETS CONISCATION OF THE 
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION CASE STUDY AT THE 
GORONTALO CITY DISTRICTATTORNE) 

This study aims to find the role of attorney investigators in the confiscation of assets 

against corruptors, and it also searches for the factors that hinder Gorontalo City 
District Attorney investigators in the process of assets confiscation against 

corruptors. This study uses empirical research methods by obtaining data through 
direct observation in the field. The result of the study describes that the role of 
investigators in the process of confiscation of assets of corruptors is divided into 
two, namely: investigations and confiscations. The obstacles faced by the 

Gorontalo City District Attorney in confiscating the assets of corruptors, nameby 
evidence in the form of money stored in banks, evidence of money transfer other 
people, and dificulty in determining the value of an ohject or property that is an 

object or asset resulting from a criminal act of corruption. Based on the results of 
this study, it is recommended that the government should make clear rules 
regarding the payment ofstate financial compensation for corruption. In the future, 
there wil be an optimal punishment to cover state losses due to corruption. The 

Gorontalo City District Attorney can cooperate more ii ies or law 
enforcement, both within the jurisdiction of the Gorontal Distreorney or 
outside. The confiscation can be smoothBy carried out sthaproperyr assets 
resulting from the crime of corruption are not lost or ages 

Keywords: investigator, prosecutor, confiscation, assetsuption 
rifkas 
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